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FUNGSI DAN KEDUDUKAN CAMAT SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA 
TANAH (PPAT) DALAM PELAKSANAAN TERTIB PERTANAHAN DI 

KECAMATAN BANGUN PURB,A KABUPATEN DEU SERDANG ,. 

ABSTRAK 

Camat merupakan salah satu unsur aparat pemerintahan daerah yang 
bertanggung jawab kepada Bupati, yang bertugas untuk melaksanakan tugas-tugas 
p~merintah pada suatu c.faerah atau wilayah kecamatan yang tertentu. 

Selain Camat sebagai kepala pemerintahan pada suatu daerah kecamatan di 
bawah Bupati atau Walikota, Camat juga berkedudukan sebagai Pejabat Pembuat 
Akta Tanah (PPAT) Sementara yang diangkat dan ditunjuk oleh pemerintah sebagai 
PPAT karena jabatannya pada daerah atau vyilayah kecamatannya tersebut. 

Dasar hukum yang menyebutkan bahwa Camat dalam jabatannya tersebut 
juga bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah Pasal 5 ayat (3) 
Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 yang menyebutkan, untuk melayani 
masyarakat datam pembuatan akta PPAT di daerah yang belum cukup tenaga PPAT, 
atau untuk melayani golongan masyarakat tertentu dalam pembuatan akta PPAT 
tertentu, Menteri dapat menunjuk pejabat-pejabat di bawah ini sebagai PPAT 
Sementara, yaitu camat atau Kepala Desa untuk melayani pembuatan akta-akta 
tan~h di daerah yang belum cukup terdapat PPAT, se_bagai PPAT_ S~mentara. 

Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di dalam menerbitkan 
atau membuat akta-akta hak atas tanah yang terletak pada wilayah kecamatannya, 
secara hukum mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan akta-akta yang 
diterbitkan atau diperbuat oleh pihak PPAT lainnya, meskipun dalam prakteknya 
pengetahuan. para-- Camat .. ini mengenai Hukum pertanahan sangat terbatas jika 
dibandingkan dengan PPAT diangkat oleh Menteri. 

Meskipun dalam prakteknya ada sebagian dari akta-akta yang diperbuat dan 
diterbitkan Camat sebagai seorang PPAT kurang begitu memuaskan disebabkan 
terbatasnya pengetahuan Camat mengenai hukum pertanahan, akan tetapi menurut 
penulis keberadaan Camat sebagai PPAT tetap sangat diperlukan masyarakat 
dengan berbagai alasan, seperti masyarakat lebih mudah berhubungan dengan 
Carn at. 

Jadi berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kedudukan Camat 
Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang sebagai Pejabat Pembuat Akta 
Tanah (PPAT) Sementara adalah diangkat dan ditunjuk karena jabatannya untuk 
melaksanakan tugas-tugas PPAT dengan membuat akta PPAT di daerah yang belum 
cukup terdapat PPAT oleh Pemerintah yaitu Menteri Agraria/Kepala Badan 
Pertanahan Nasional melalui Kantor Pertanahan (Pasal 5 ayat (3) PP no. 37 Tahun 
1998). 
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Sesuai dengan penelitian yang penulis adakan di Kecamatan Bangun Purba 
Kabupaten Deli Serdang ternyata bahwa jumlah akta tanah lebih banyak dibuat oleh 
Camat (Kepala Wilayah Kecamatan) jika dibandingkan dengan jumlah akta yang 
dibuat oleh pejabat lain selain Camat . Hal ini berarti masyarakat lebih banyak 
menghadap kepada Camat untuk membuat suatu akta tanah. 

Kata kunci : Fungsi dan Kedudukan Camat, PPAT, Tertib Pertanahan. 
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-· 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Camat sebagai Kepala administrasi merupakan pembantu Bupati, adalah 

pelaku administrasi bidang pemerintahan dalam wilayahnya dalam arti memimpin 

pemerintahan, mengkoordinasi pembangunan dan membina kehidupan masyarakat 

di segala bid~ng. 

Sehubungan dengan ketentuan di atas maka camat diberi wewenang, tugas 

dan kewajiban sebagai berikut : 

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, 

2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan 

daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh 

Bupati/Walikota yang bersangkutan, 

3. Memegang kebijaksanaan politik polisional dalam rangka usaha memelihara 

keamanan dan ketertiban umum dalam keadaan tertib sipil, sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh Bupati/Walikota Kepala 

Daerah, 

4. Melaksanakan tugas-tugas sebagai prajaksa, 

5. Melaksanakan tugas-tugas pertahanan sipil, 

6. Mengadakan kerjasama yang baik dengan unsur-unsur TNI setempat untuk 

menyelenggarakan pemerintahan, 

7. Bertanggung jawab atas pungutan pajak yang diberikan padanya, 
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8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota Kepala 

Daerah yang bersangkutan, 

9. Memberi saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada 

Bupati/Walikota Kepala Daerah tentang langkah-langkah yang perlu diambil 

dibidang tugasnya. 

Selain tugas-tugas di atas, c.amat juga memegang tugas sebagai Pejabat 

Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan hal ini merupakan realisasi dari Pasal 19 UUPA. 

c.amat diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana yang 

dimaksudkan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Agraria No. 10 Tahun 1961 yaitu 

sebagai berikut: 

1. Notaris, 

2. Pegawai dan bekas pegawai dalam lingkungan Departenien Dalam Negeri yang 

dianggap mempunyai pengetahuan yang cukup tentang peraturan-peraturan 

pendaftaran tanah dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan 

persoalan peralihan hak atas tanah, 

3. Para pegawai Pamong Praja yang pemah melakukan tugas seorang pejabat, 

4. Orang-orang lain yang telah lulus dalam ujian yang diadakan oleh Menteri 

Agraria (sekarang Menteri Dalam Negeri). 

Mengingat kepastian hukum tentang tanah maka dalam penunjukan 

seseorang pejabat, selain dari kemahiran pejabat tersebut tentang . ketentuan-

ketentuan pertanahan, unsur yang sangat penting pula yaitu kebenaran material 

dari akta yang diperbuatnya. 
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JALAN KOLAM NOMOR 1 MEDAN ESTATE TELEPON: 061 • 7366878, 7364348, FAX. 7366998, MEDAN . 20233 

Nomor 
Lamp 
Hal 

1£D /F.5/L2.b/2013 

Pengambilan Data 

Kepada , Yth. Camat Ban.gun Purba 
Kabupaten Deli Serdang 
Di -

Ban.gun Purba 

Dengan horrnat, 

12 Pebruari 2013 

Bersama ini kami mohon kesedia.an Bapak/Ibu untuk membe~ikan izin dan 
kesempatan kepada mahasiswa kami dengan data sebagai berilait : 

Nama 
NPM 
Frog. Studi 

: Muliono 
: 09.851.0027 
: Ilmu Pemerintahan 

Untuk melaksanakan Pe;ngambilan Data di Istansi yang Bapak/Ibu Pimpin 
yaitu Kantor Cam.at Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang. 

Adapun tujuan Pengambilan Data tersebut adalah .. dalam rangka 
penyusunan Skripsi dengan Judul Skripsi " l'ungsi dan kdudubm C.amat 
sebagai Pejabat Pembuat Alda Ta.rulh (PPA1J da1am Pelaksa.naan Tertib 
Pertanahan di Kecamatan Ba.ngun Purba. Kabupat.en Deli Serda.ng". 

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data tsb semata-mata hanya 
untuk pendalaman Materi Skripsi di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik 
Universitas Medan Area. 

Kami mohon juga kiranya dapat memberikan kerp.udahan dalam 
Pengambilan Data tersebut dan. setelah selesai dapat kiranya mengeluarkan 
Surat keterangan yaug menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah selesai 
melaksanakan Pengambilan Data pada Instansi yang Bapak/Ibu Pimpin. 

Cc: File,-

Deinikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik 
diucapkan terima kasih. 
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·Nomor 

Sifat 
r 
clamp 

Perihal 

-- - 1)---· 

·t 

PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG 

KECAMATAN BANGUN PURBA 
BANGUN PURBA 

KODE POS : 20581 

Bangun Purba, 19 Maret 2013 

: 071/8~ Kepada Yth : 

: Biasa Dekan Fakultas llmu Sosial dan llmu Politik 

Universitas Medan Area 

: Pengambilan Oata di-

Med an 

Sehubungan dengan Surat Dekan Faku!tas llmu Sosial dan llmu Politik Universitas 
Medan Area Nomor. 460/F.5/l.2.b/2013. Tanggal 12 februari 2013 Perihal 
Pengambilan Data. 

Berkaitan de'11gan hal tersebut, maka dengan ini kami menerangkan bahwa 

Nama : MULIONO 

NPM : 09 851 0027 
• • ' I 

Prog. Studi : llmu Pemerintahan 

Benar telah melaksanakan pengambilan data di Kantor Ca mat Bangun Purba Kabupaten 
Deli Serdang guna untuk keperluan penyusunan Skripsi dengan Judul " Fungsi dan 
Kedudukan Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah ( PPAT) dalam pelaksanaan 
tertih pertanahan di Kantor Camat Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang". 

Demikian disampaikan , untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 
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